BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang

berjudul IMPLIKASI HUKUM DAN KEMANUSIAAN DI JALAN

RAYA (Studi Kasus Ambulans Kena Tilang Etle), dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1

Implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) saat
ini belum memenuhi prinsip keadilan substantif bagi kendaraan darurat
seperti ambulans, karena algoritma deterministik berbasis visual yang
digunakan hanya mampu mengidentifikasi pelanggaran pada tingkat
permukaan tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan kontekstual,
urgensi medis, maupun hak prioritas yang dijamin dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
serta Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakmampuan sistem
untuk membedakan antara pelanggaran biasa dan pelanggaran yang
terjadi karena kondisi darurat menimbulkan bias algoritmik dan
ketidakadilan struktural, yang berpotensi menghambat pemenuhan hak
konstitusional atas hidup ketika ambulans menerima tilang elektronik
saat menjalankan misi penyelamatan nyawa.

Selain itu, ketiadaan integrasi kelembagaan antara kepolisian, rumah
sakit, otoritas kesehatan, dan unit layanan darurat menunjukkan adanya

celah kritis dalam koordinasi lintas lembaga yang dibutuhkan untuk
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mendukung penegakan hukum digital yang responsif. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan pengembangan fitur pengecualian
otomatis bagi kendaraan prioritas, pembentukan basis data nasional
terpusat untuk kendaraan darurat yang dapat diakses oleh ETLE,
penerapan teknologi kontekstual seperti GPS, RFID, dan deteksi darurat
berbantuan kecerdasan buatan, serta penguatan mekanisme human
override untuk memastikan akuntabilitas. Reformasi ini diperlukan agar
ETLE tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
menjunjung asas keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi
manusia, sehingga penegakan hukum berbasis teknologi dapat berjalan
selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kewajiban konstitusional

negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian yan berjudul IMPLIKASI

HUKUM DAN KEMANUSIAAN DI JALAN RAYA (Studi Kasus

Ambulans Kena Tilang Etle), maka dapat diberikan saran sebagai

berikut:

1.

Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Kementerian Perhubungan, perlu menyusun kebijakan yang mengatur
secara teknis pengecualian terhadap kendaraan darurat dalam sistem
ETLE. Diperlukan integrasi antara sistem ETLE dan data kendaraan
prioritas secara nasional, sehingga ambulans, pemadam kebakaran,

dan kendaraan darurat lainnya dapat dikenali secara otomatis dan tidak
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diproses sebagai pelanggar. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi
menyeluruh kepada instansi layanan kesehatan mengenai prosedur
sanggahan ETLE agar pengemudi ambulans tidak dirugikan oleh
ketidaktahuan hukum.

Untuk meningkatkan kemampuan algoritma ETLE dalam mengenali
konteks darurat, perlu dikembangkan sistem cerdas berbasis
kontekstual, misalnya melalui integrasi RFID, GPS, atau pendeteksi
sirine. Diperlukan pula pembentukan protokol verifikasi manual atau
pengawasan manusia (human-in-the- loop) dalam proses penegakan
hukum digital, agar keputusan sistem tetap dapat diuji dan disesuaikan
dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem ETLE dapat
berjalan tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga adil secara

hukum dan kemanusiaan.
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